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ABSTRAK 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah 

telah menjamin hak-hak bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengurus peralihan 

hak atas tanah ke kantor pertanahan setempat dengan melengkapi syarat-syarat yang 

telah ditetapkan dalam PP 24/1997. Pada tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Dirjen 

Pajak Nomor 05/400.HK.02/II/2022 menyatakan bahwa untuk peralihan tanah yang 

diperoleh dari jual beli diharuskan untuk melengkapi dengan foto kopi kartu BPJS 

Kesehatan yang masih aktif. Surat Edaran itu merupakan implementasi dari Instruksi 

Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesejahteraan Nasional 

yang meminta kepada kementarian pertanahan agar pemohon peralihan hak atas tanah 

yang berasal dari jual beli untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan agar pelaksanaan 

BPJS Kesehatan semakin meningkat. Permasalahannya adalah surat edaran tersebut 

adalah bukan bagian dari perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang 

ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata 

urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi dapat merubah/menambah 

aturan hukum sebelumnya yaitu PP 24/1997 dimana seharusnya aturan di bawah tidak 

dapat menyimpangi aturan di atasnya. Hal tersebut menjadi obyek penelitian ini dan 

hasil penelitian ini adalah berdasarkan teori administrasi negara, bahwa terdapat 

kewenangan pemerintah untuk melakukan diskresi berdasarkan asas freies ermessen 

yaitu membuat aturan tertentu dengan tujuan agar Undang-Undang dapat berjalan 

dengan dinamis dan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga peraturan 

dibawahnya dapat menyimpangi aturan di atas tetapi dengan batasan bahwa aturan 

tersebut hanya mengikat ke dalam lembaga di bawah pejabat Tata Usaha Negara dan 

tidak keluar serta tidak mengatur (regeling) sebagaimana Undang-Undang, aturan 

tersebut disebut dengan peraturan kebijakan (beleidsregel). Pada faktanya adalah 

Surat Edaran tersebut mengatur keluar dan tidak didasarkan pada peraturan di atasnya 

pada saat pembentukannya, sehingga menimbulkan kericuhan di masyarakat karena 

pendaftaran tanah dan pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah sesuatu yang berbeda dan 

di bawah lembaga berbeda. Oleh karenanya kedudukan hukum SE No. 

05/400.HK.02/II/2022 tetap dapat diterima sebagai aturan meskipun sebenarnya hanya 

untuk kalangan kementerian ATR/BPN akan tetapi dampak SE tersebut untuk 

masyarakat, dan tentang bagaimana jika SE tersebut tidak dipatuhi maka secara yuridis 

proses pendaftaran tanah tetap dapat dilaksanakan oleh petugas BPN karena 

pendaftaran tanah dibawah naungan PP 24/1997 akan tetapi pada saat penyerahan 

sertifikat tersebut maka masyarakat tidak akan dapat mengambil apabila tidak 

menyerahkan potokopi kartu BPJS Kesehatan yang aktif kepada petugas. Apabila 

masyarakat dirugikan dengan hal itu maka dapat mengajukan uji materiil kepada 

Mahkamah Agung. 

 

Kata kunci : Peralihan hak atas tanah, SE-05/400.HK.02/II/2022, Beleidsregel 
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ABSTRACT 
 

Government Regulation Number 24 of 1997 (PP 24/1997) concerning Land 

Registration has guaranteed the rights for Indonesian citizens to be able to manage 

the transfer of land rights to the local land office by completing the conditions set forth 

in PP 24/1997. In 2022 based on the Circular Letter of the Director General of Taxes 

Number 05/400.HK.02/II/2022 states that for the transfer of land obtained from 

buying and selling, it is required to complete with a photocopy of the active BPJS 

Kesehatan card. The Circular Letter is an implementation of  Presidential Instruction 

Number 01 of 2022 concerning Optimization of National Welfare Insurance which 

asks the ministry of land to transfer land rights from buying and selling to become 

BPJS Kesehatan participants so that the implementation of BPJS Kesehatan will 

increase. The problem is that the circular letter is not part of the legislation in 

Indonesia as stipulated  in Article 7 paragraph (1) U ndang-U ndang Nomor 12 of 

2011 concerning  the order of laws and regulations in Indonesia, but can change / add 

to the previous legal rule, namely PP 24/1997 where the rules below should not be 

able to deviate from the rules above it.  This is the object of this study and the result 

of this study is based on the theory of state administration, that there is a government 

authority to exercise discretion based on the principle of freies ermessen, namely 

making certain rules with the aim that the Act can run dynamically and solely for the 

benefit of the people, so that the regulations under it can deviate from the above rules 

but with the limitation that the rules are only binding into institutions in  under the 

State Administrative officer and not out and not regulating (regeling) as per the Law, 

the rule is called a policy regulation (beleidsregel). The fact is that the Circular 

regulates exit and is not based on the regulations on it at the time of its formation, 

thus causing chaos in the community because the land registration and 

implementation of BPJS Kesehatan is something different and under different 

institutions. Therefore, the legal position of SE No. 05/400.HK.02/II/2022 can still be 

accepted as a rule even though it is actually  only for the ATR/BPN ministry, but the 

impact of the SE is for the community, and what if the SE is not complied with, the 

land registration process can still be carried out juridically by BPN officers because 

the land registration is under the auspices of PP 24/1997, but at the time of submission 

of the certificate, the community will not be able to  take if you do not hand over the 

photocopy of the active BPJS Kesehatan card to the officer. If the public is harmed by 

it, it can submit a material test to the Supreme Court. 

 

Keywords : Transfer of land rights, SE-05/400.HK.02/II/2022, Beleidsregel 
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RINGKASAN 
 

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari penulis 

mengenai fakta hukum yang melahirkan isu dan permasalahan hukum 

yang dijadikan obyek penelitian. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum 

tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan 

masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian 

yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. 

Kemudian diterangkan mengenai metode dan tipe penelitian yang 

dilakukan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. 

Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari 

penelitian yang akan ditulis oleh penulis. 

 

Bab II Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yakni tentang legalitas 

aturan kewajiban penyerahan kartu BPJS Kesehatan Aktif untuk 

pembuatan akta jual beli tanah berdasarkan SE Nomor 5/SE-

400.HK.02/II/2022 (d/h Surat Dirjen PHPT No. HR.02/153-400/II/2022) 

ditinjau dari asas dan teori kebijakan publik dan kewenangan. 

 

Bab III Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yakni tentang akibat 

hukum apabila tidak menyertakan BPJS Kesehatan aktif dalam 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dari jual beli ditinjau dari asas 

kepastian hukum. 

 

Bab IV Bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dari rumusan 

masalah pertama dan kedua yang dibahas dalam bab kedua dan ketiga, 

kesimpulan atas pembahasan tersebut kemudian disusun secara sistematis 

dan obyektif sehingga memperoleh kesimpulan yang utuh, singkat, padat 

dan selanjutnya dapat direkomendasikan saran-saran yang tepat dan 

berkualitas atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi 

kemajuan akademis dan praktis. 
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KATA PENGANTAR 
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dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallahu alaihi wassalam, 

yang telah memberikan suri tauladan berupa akhlak yang mulia serta mengajarkan 

islam sebagai agama yang rahmatan lil alamiin. 

Bahwa apa yang telah dibuat Penulis dalam tesis ini tidak akan pernah 

selesai jika tanpa pertolongan Allah SWT, sehingga oleh karenanya berjuta-juta 

syukur Penulis panjatkan atas karunia ini karena sebagai manusia biasa, Penulis 

menyadari bahwa Penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang menjadikan 

Penulis tidak sempurna karena kesempurnaan sendiri adalah milik sang Khalik. 
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